
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 21.a TAHUN 2017 

TENT ANG 

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka evaluasi atas implementasi sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup 
pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu 
mcngatur pedoman evaluasi implementasi sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Evaluasi atas Implernentasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup 
Pemerinlah Kabupaten Sidenreng Rappang; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daera-daerah Tingkat Il di Sulawesi 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan N-epotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kal.i, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan clan Kinerja Inetansi Pemerintah 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 'I'ahun 2006 Nuruor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
!ndonesin Tah un 2017 Nornor 73, Tarnbuharr Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 



Menetapkan 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
ientang Petunjuk Tcknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Alas Laporan 
Kinerja lnatarrsi Pemcrintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dari 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Irnpelementasi 
Sistem Ak untabilttas Kinerja Tnstansi Pernerirrtah [Berita 
Negara Republik Indunesia Tahun 2015 Nomor 986); 

MEMUT'lJSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI 
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABJLITAS 
KINERJ'A INSTANSI P$MERIHTAH DI LlNGKUP 
PEMERIHTAH KABUPATEN Sll)EN'RENG RAPPANG. 

raw 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I Daerah adalah Kabupaten Sidcnreng Rappang. 
2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sehagai unsur 

psnyelenggara Pemcrintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadt 
kowcnangan daerah otonom. 

3 Bupan adalah Bupat: !iidenrcng Rappnng. 
4 Inspektorat adalah lnspcktorat Kabupaten Sidenreng 
�appa11.g. 

5 Pcrangkat Dacrah adalah perangkat daerah pada 
Perncrintah Daerah selaku pengguna 
anggaran Zpengguna barang. 

G Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit tnstansi 
pernerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna 
anggaran yang mclakukan pencatatan, pengolahan, dan 
pelaporan data kinerja. 

7 Sistem Akuntabilitas Kir1e1ja Instanei Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat S.AKTP, adalah rangkaian 
sisternatik dari berbagai aktifltas, alat. dan prosedur 
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 
pengukuran, peng\.1�)1pulan data, prmgkasifikaeian, 
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pads instansi 
pernertntah, dalarn rangka pcrtanggungjawaban dan 
peningkatan kincrja instansi pemerintah, 

8 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerim.ah adalah 
porwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
mcmpertanggungjawaukan kebertiaeilan dan kcgo.J;ul£ln 
pelaksanaan program dan kcgiatn,, yang diamanatkan 
PJ,tni pemangku kP-p�nHngan dalarn rangka menonpai 
misi organisaei secara tcrukur dengan saaaran dan target 
kincrja yang tcla'h ditetapkan melalui laporan kinerja 
instansi pcmorintah yang Cli$usun �<::ira periodik. 

9 Pedoman Evaluasi Atas Implementaai SAKIP adalah 
panduan bagi evaluator dalarn pclaksanaan evaluasV 
SAKlP. I 



1 O Evaluasi Atas Irnplementasi SA.KIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, 
pemberian nilai, atribut, apresiasi, clan pengenalan perrnasalahan, serta 
pcmberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan 
akuntalrilitas dan kinerja instansi/unit kerja pcmerintah. 

11 Laporan Kinerja Instansi Pemcrintah yang selanjutnya disebut LKj adalah 
dokumen yang bortai garnbaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja pcrangkat 
daerah yang disueun dan disarnpaikan secara sistematik dan rnelembaga. 

l2 Laporan Hasil �valuasi yang selanjutnya disingkat LlIE adalah laporan 
lnspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan SAKIP clan evaluasi atas 
kinerja perangkat daerah yang dievaluaei sehingga diperoleh data. sebagai 
bahan perbaikan. 

Paul 2 

Pedoman Evaluasi Alas Implementasi SAKIP rnerupakan panduan bagi evaluator 
yang berkaitan dengan: 
a. pemahaman mengcnai tujuan cvaluasi dan pcnctapan nrnng lingkup cvaluasi; 
b. pemahaman rnengenai strategi evaluasi dan rnetodologi yang diguuakan dalarn 

cvaluasi; 
c. penetapan langkah kerja yang hAnJR diternpuh dalam proses evaluasi, il:111 
d. penyusunan LHE dan rnekanisme pelaporan hasi! evalusai serta proses 

pengolahan datunya. 

Paeal 3 

(I) Inapektorat rnclaksanakan Evuluasi Atas Irnpelernentasi SAKIP entitas 
ekuntabilitas kinerja perangkat do.erah/Unit Kerj� lingkup Pernerinrah daerah. 

(?.) Evaluasi Atas lmplementaei SAl<rP acbagaimana dtmaksud parla ayat (I) 
dilaksanakan paling sedtkit 1 (satu) kali dalam serahun dengan rncnggunakan 
kertas kerja evaluasi, 

(3) Kertas Ke,jA Evaluasi sebagaimana dimaksud p:lda ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputussn Inspcktur. 

(4) Hasil Evaluasi Atas lmplcmentasi SAKIP sebagatmana dirnaksud pada ayat ( l) 
dituangkan dalam bentuk LllF: ynng ditandatangani oleh penanggungjawab 
evaluasi SAKJ.P. 

(5) Sistcmatika LHE sebagalmana dimuksud pada o.yn1 (4) ditctapkun dengan 
Keputusan tnspektur, 

(6) Rencana kegiatan J1;valuasi Ates lmplementasi SAKTP sebagaimana dimaksud 
pada ayat {1) diruangkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan 
dananya dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat, 

(7) Pelaksanaan .Rvnlu.::u:!i Atas Implementasi SAKTP scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mengacu pctdii Pc:doman l!:valuasi Atas lmplem-entasi SAKJ P. 

::,istematika Pcdoman Evalua�i Atas lmpleruentasi 81\KIP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, le:!t'diri atas 4 (em1)::1tJ Rab, yuitu: 
a. RAA I . .PENDAl ll)LUAN 
1,. H/\n TT : PEL.AK8/\N/\AN E:VALUASI 
i:. BAB 111 ; Pt•;l..Al'ORAN ITASIL 1£VALUA8T 
d. BAB lV : .PENUTUP 

Pual5 

Uraian P�doman Evaluasi Atas Implcmentasi SAI\.'1P sebagatrnane dirnaksud dalam 
Pasal 2, tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan 
dari Pcn.1.iuran. 8\1pati ini. 



• 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan B\..lpati Sidenreng 
Rappang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedornan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang [Berita 
Daerah Kabupaten Sfden.reng Rappang Tahun 2015 Nomor 5) dicabu+ dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pa.sal 7 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupttli 1ni dengan penempatannya dalam Beril:a Daeran Kabupatcn Sidenrcng 
Rappang. 

' ' . . . �. v�o:, 1 1' ... ;"'l(i"J ' 
\"-.• , .U\ c .. I ' 

, i\ABt$. HW{UM 
·-- -----�.----r.--1--! 



LAMPL'RAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NO MOR : ?}\ 1 /V\ / .201 z 
TAJ'!GGJ\L ; \0 St.tnt J-C> .'-- \ f+------ 

URAIAM PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN 

SIDENRENG RAPPANG 

BABJ: 
PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Pada prinsipnya untuk mewujudkan penyclcnggaraan negara yang 

bersih dR1, h�ba� dari korupsi, koluei dnn neputisme mcnuju tercapainya tata 

kclola pemerlntahan yang baik perlu adanya pertanggungjawaban dari 

penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran 
dalam suatu laporan akuntabilitas kincrja instansi pemerintah, 

81Mem martajernen pernerintahan yang berfoktrs pada pcningkatan 
akunrabflitaa dan sekaligus pcningkatan kine,ja heroricntasi pada hasit 

(outcome) yang dikenal sebagai Si::ilem Akuntabilitas Kinerju Instanst 
Pemerintah (SAKIP}. SAKU' diirnplementasikan secara "self assessment" oleh 
maatng-rnasing instansi pcmerintah, hal Ini bcrarti mstansi pemerintah 
tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mcngukur dan memantau 
kinerjanya sendirt serta melaporkannya sendiri kepada pihak yang herwenang 
sesuai ketentuan. 

Untuk mengetahui sejauh rnana SK.PD/Unit Kerja 
rnengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 

(SAKIP)-nyu, make pcrlu dllakukan suatu evaluasi Implementasi SAKIP. 
Evaluaei ini dtharapkan dapar mendorong SKPD/Unit K�rja secant konsisten 
meningkatkan implernentasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja 
sesuai yang diamanahkan dalam RP.JMD/Renstra. 

Pelaksanaan evaluasi atas implcrnentasi SAK.IP harus dilakukan dengan 
sebaik-baiknya. Untuk it n diperlukan suatu pedoman cvaluasi atus 
irnf\l�mcntasi SAK1P yanp; do.t'):;.t dijadiksm pnndw,v, brip;i evahaator. 

2. Maksud Dan Tajuan 
a. M1tksnd 

P�c'iomRn RvHlim�i Al.a� Implcmentnst flAKI P SKPO di Lingkup Pemcrintnh 
Kabupaten Sidenreng Rappang dirnaksudkan mcmberi panduan ba"'i 
evaluator unruk : 

l] memahami tuiuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi: 
2) memahaaii strategt cvaluaai dan meiodologi yang digunaken tlalrunv' 

evaluasi; 0 



3) menetapkan langkah-langkah kcrja yang harus ditempuh dalam proses 

evaluasi; dan 

4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami rnekanisme 

pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. 

b. Tu.ju.an 

Tujuan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalah sebagai herikut: 

1) memperoleh informasi ten tang implementasi SAKIP SK.PD /unit kerja; 
2} menilai tingkat implementasi SAKIP SKPD/Ltnit kerja Pemerintah 

Provins! Sulawesi Selatan; 

3) mernberikan aaran perbaikan untuk pcningkalan kinerja dan 
implernentael SAKTP SKPD/unit kc.t:jn�dan 

4) memonitcr tindak Ianjut rekomendasi hasil evaluasi periode 

sebolumnya. 

3. R\l�J Lingkup Evaluasi 
Ruang Lingkup Evaluasi Atas Implementasi SAICTP meliputi: 
a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya 

perjanjian kinetja, dan eistem pengukuran kinerja; 
b, Penilaian terhudap penyajian dan pengungkapan inforrnaai kinerja; 
c. Evaluasi terhadap prugram dan kegiatan. 

BABil 

PELAKSANAAN EVALUASI 

1. Strategi Evaluas.i 

Strat.egi .1£11al1..1asi yang fl knn d ijalankan menggunakan prineip: 
a. partiaipaei dun coevaluatir.m. dengan pihak yang dlevi'llnl'l�i. Keterlibatan 

pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi Ini sangat perrting unruk 
menlngkatkan efektivitas evaluasi; dan 

b. proses koneultasl y�11g terbuka dan mcmfokuakan padu pembangunan dan 

pengembangan serta implementaei SAl<lP. 
Untuk SKPD yang sudah pcrnah d ievaluasi, langkah pertama yang 

perlu dilakukan nleh evaluator adalah mengurnpulkan Informasi mengenai 
tindak Ianjur. terhadap saran arau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator 
tahun lalu. Hambatan dan kcndala pelaksanaan tindak Ianjut hasil cvaluasi 

tahun Ialu, jika cukup rclcvan perlu dllaporkan kepada inatansi yang lebih 
linggi atau pihak lain yang bcrwenang. 

2. Tahapan. Evaluasi 

Tahapan evaluaai yang dilakukan meliputi: 
u. evaluasi akuntubiliias kincrja SKPD/U11il. kcrja Lingkup Pernerintah 

Kabupaten, dan 

b. pelaporan haail evaluasi disampaikan kepada masmg-masing Kepala f 
SKPD/unit kerja. 



3. Metodologi Evaluas1 

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah dengan 

teknik "criteria referencedsuroeq" yaitu menilai secara bertahap langkah demi 
langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara 
keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing 

komponen yang telah ditetapkan sebelumnya, Kriteria evaluasi, sebagairnana 
tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) SAKIP, ditentukan dengan 
berdasarkan kepada: 

a. kebenaran normatif apa yang seharusnya dllakukan rnenurut pedoman 
penyusunan Lapomn Kinerja (LKJ}; 

b, kebenaran normant yang bersumber pada modul-modut atau buku-buku 
petunj uk mengenai SAK.lP; 

c. kcbenaran normatif ya.ng bersumber pads best practi.cepada Inatansi lain 
tcrmasuk pernerintah daerah lainnya di Indonesia: dan 

<I. kebenaran normatif yang bcrsumber pada bcrbagai praktik manajemen 
strategik, manajemen klneria dan sialem akuntabilitae yo.ng haik. 

Dalam menilai apakah 8KPD/ Unit Kerja telah memenuhi krireria, 

harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para 

evaluator dan supervisor. 

4. Materi Evaluasi 
Dalarn melakukan evaluasi harus berpedoman pada materi evaluasi yang 

sudah ditetapkan, yaitu: 
a. evaluasi akuntabilitas kinerja difokuskan pada kriteria yang terdapat 

dalam Lernhar Kriteria Evaluasi (L.lili), antara lain: 

1) SKPO/ur1il kcria dalarn mcnyusun, mereviu dan menyempurnakan 

perencanaan kincrja berfokus pada hasil; 

?.) Pembangunan system pengukuran clan pcngumputan data kinerja; 

3) pengungkapan informasi pencapaian kinerja; 

4) monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kir1t-:1ji=i pelaksanaan 
program, khususnya program. strategis; 

5) keterkaitan diaritara seluruh k()mponen�komponen perericarra.an 

pcnganggara n, kebija.kan pelaksanaan dan 

pengendalian serta pclapcrannyn; 

(i) oapaian kincria utwnn dnri rnastng-masmg $KPD/T.Tnil 1�r--:1:ji:i; 

7) tingkat implementasi SAK.IP instansi pemerintah/untt kerja/SKPD; 

8) memastikan dilaksanakannya disusunnya rencana aksi terhadap 
rekornendasi hasdl evaluasi yang belum ditindaklanjuti. 

b. evaluasi akuntabilitaa kinP.1:j:l instansi di ltngkup Pemerintah Kabupalen 

terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kincrja, yany- 



meliputi: 
1) perencanaan kinerja, 

?,) pengukuran kinerja, 

3) pelaporan kinerja, 

4) evaluasi internal, 
5) pencapaian kinerja organisasi, dan 

c. format clan isi KKE diatur Iebih lanjut dengan Keput.usan Inspektur. 

5. Teknik Evaluasi 
Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang 

digunakan untuk pengumpulan dan arialisis data. Pengumpulan data dapat 
dilakukan dcngan beberapa cara, yaitu ; melalui angket (q1.te8tionaircJ, 

wawnnc:,irli1 obscrvasi, studi dokumcntasi atau kombinasi di Rnt1:1.r.A beberapa 
cnr.:·1 rersebut. 

Oueetionaire rnerupakan teknik pengumpulan data alau intormasi 
dcngan menyerahkan serangkaian daltar pertanyaan yang akan clii�i oleh 
$KPn/Unit Kerja secara mandiri, Daftar pertanyaan .vang diajukan dalarn 

angket dapat bersifat tcrbuka maupun tertutup, pertanyaan terbuka 

merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya Lidak disediakan, sehiugga 
responden sccara mandiri rnengtsi jawahannya, Pertanyaan tertutup 

merupakan bentuk pertanyasn yang jawabannya lelfth diaediakan sehingga 
responden tinggal mernilth jawuban yang telah disedrakan. 

Wawancara merupakan benrnk pongurnpulan data dan informasi yang 
dilakukan dcngan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 
responden dart jawaban yang diterima dari respcnden dicatat secara langsung, 
Sebelurn melak'ukarr wawancara harus diperaiapkan dahulu jadwal dan 

catatan rnrn1er.rmi hal-hal atau mater] yang akan ditanyakan, sclain itu jugn 
harus memperhatikan sikap, penampilen dan perilakn yang menaarah untuk 
dapat bekerja sarna dengan calon responden. Untuk itu seseorang yang 
melakukan wawancara harus dapat bersikap netral dan tidak berusaha untuk 
mengarahkan jawaban aiau tanggapan yang akan dikeluarkan oleh responden, 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dun informasi dcngan 
melakukan pcngamatan terhadap kegiatan suaru orgarusast, Observaat <lalarn 

pcngertian sempit morupakan suatu pengamatan dengan menggunakan alat 
inderu, Dulan, konteks F111dit. misalnva dirninto untuk mengunjungi pabrik 

datam rangka mengame+l f"ll'Y'l�r':� dan jalannva kcgiatan produksi, 
Studi dokumentasi rnerupakan tekmk pengumpulan data dan Informasi 

yang tidak secara Iangsung ditujukan kepada Sk."l'D yang dievaluasi, dokumen 
yang dlgunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan maupun 
inforrnast lain _yang berkaitan rlengan SKPD yang dievahrasi.Sedangkan teknik 
anahsis data antara lshl adalah tAlaaban sederhana, berhaga.i anruisis danf 



pengukuran, metode atatistik, pembandingan, analisis logika program dan 

sebagainya. 

6. Kertas Kerja Evalua$i 
a. Pendokumentasian langkah evaluasi dalarn kertas kerja perlu dilakukan 

agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditclusuri kembali 
dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil F,valuasi (LHE). 

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan 
teknik ev1:t.luasi <liharaplqm didoJ....--urocnt:a�ikan dalam Kcrtas Kcria Evaluasi 
(KKE). 

b. Kertas kcrja tersebut berisi fakta dan data yang dianggaprelevan dan 
berarti untuk perumusan temuan permasalahan, Data clan dtskrtpei Iakta 

ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, 

pernbandlngan, pengukuran dan penyusunan argumentasil sampai pada 

saat simpulan. 
c. Format dan isi KKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur. 

'T. Penilalan Dan Penyimpulan 
Evaluaai atas akuntabilitas kineria mstansi harus rnenyimpulkan 

hasil penilaian atas Iakta obyektif SKPD dalam mengimplemcntasikan 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kincrja 
dan pencapaian kincria sesuai dengan kriteria rnasing-masing komponen yang 
ada dalarn lembar kriteria evaluaei {LKE). 
Langkah penilaian dilakukan scbagai berikut: 
a. dalarn melakukan pcnilaian, terdapat tiga variabel yaitu: (i} komponen, (ii) 

sub-komponen, dan (iii) kriteria, dan 
b. setlap kornponen dan eub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai 

sebagai hcrikut: 

I 

+ 
b. Kualitas Pelaporan7;5'Yo 
c. Pemanfaatan pelaporan 4,S'Jlo 

-· ··----< 
a, Pemenuhan pengukuran :Jo/<, 
b. Kualitas pengukuran 12,5%, 

c. Implementasi t"tengukuran 7,5% 

J 5 °/i, a. Pemenuhan pelaporan 3% 

Bobot Sub Komponen 

30 %, a. Ren can fl Strategis 100/o 
b. Pcrcucanaan Kinerja Tahunan 

200/r., 

[ 25 o/o 

l 

� Komponen 
I Ii. Perencanaan 

L<.im:·tja 

2. Pengukuran 
Kinerja 

3. Pelaporan 
Kinerja 



! �otl Sub Komponen No Komponen 

4. Evaluasi Internal 10 'Yo a. Pemenuhan Evaluasi2°/o 
b. Kua.lit.as Evaluaai So/o 

I c. Pumanfaatari Ilasil Evaluasi3'Yo 

5. Capaian Kinerja 20 �lo a. Kinerja y�g.dilapc;rkan (output) 

1 Oo/., 
b. Kinerja yang dilaporkan 

(outcome) 10% 

Jum.lah 
1 

100 o/� 
1 

Penilaian terhadap angka 1 sarnpai angka 4 terkait dengan penerapan 
slstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SI<PD/Unit 
KP.r:j,'I, sedangkan angka 5 terkait dcngan pencapaian kinerja , haik yang 

teluh tertuang dalarn dokumen Laporan Kincrja muupun dalam dokumen 
lalnnya. Pcnilaian atas angka Sa, dan angka Sb didasarkan pada 
pencapaian kineria yang tclah disajikan dalam Laporan Kinerja rnaupun 
dokumen pcndukuna �,�rtj Pengukuran Kincrja. 

7.1. Penilaian 
a. Setiap sub-komponcn akan dfbagi kedalam heberapa pertanyaan 

sebagai kriteria pemenuhan sub-kornponen tersebut, Setiap 

pertanyaan Akan dijawab dcngan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban 

yn/tjdak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung 
dapat dijnwah aesua; dengan pernenuhan kriteria, .Jawaban 

R/b/1,;/d/e diberikan untuk psrtanyaan-pertanyaan yang 

membutuhkan "judqemeni' dari evaluator dan biasanya terkait dengan 
kualitas suatu sub kornponcn tertentu, 

b. Setlap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai J scdangkan jawaban 
"Tidak" maka akan diberikan nilai 0. 

c. 1-'emilihan jawaban Q/b/c/d/c, didasarkan pada kriteria tertcnru dan 
judgement evaluator. Kritcria sebagaimana tertera dalarn penjelasan 
template LKE, merupakan acuan dalam menentukan jawaban 
a/b/c/d/e. 

d. Penilaian atau penvimpulan nraE: pertanyaan y.tng tcrdiri dari 
beberapa sub-kriteria dilakukan berdaaarkan banyaknya jawaban "ya" 
atau "tidak" J12(fa maeing-maslng sub kriteria tersebut. (MiaaJ.nya 
untuk menyirnpulkan kondisi saaaran atau indikator kinerja, dimana 
bcrhubungnn dengan lcbih dari satu sasaran utau lehih dari aatu 
indikator kinerja, makn penilaian 'ya" atau "tidak" d.ilakuknn atas 

masing-masing sasaran danj'atau masing-masing indikator kinerja,l 
baru kernudian ditarik sirnpulan secara menyeluruh]. I 



e. Dalarn rnernberikan penilaian "ya" atau "tidak'' maupun "a/b/c/d/e", 
evaluator harus menggunakan professional judgement-nya dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang rnempengaruhi pada setiap kriteria, 
dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi. 

7.2. Penyimpulan 
1:1.. 'l'ahap pcrtama dijumlahkan nilai pcrtanyaan pada setiap sun 

komponen sehingga ditemukan angka tertentu.Misalnya: sub­ 
kornponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai lOo/o dan 
rnemillki 10 (sepuluh] pertanyaan, Dari 10 pertanyaan tersebut, 

apabila terdapat 3 [tiga] jawaban "ya" maka nilai untuk sub­ 

komponen tersebut adalah: f 3 / 1 OJ x 10 = 3; 
b. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan 

pcnyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan 
tentang kriteria dilakukan mclalui nilai rata-rata; 

c. Tahap hHrikutl'1ya. adalah mf'J;;ikukan penjumlahan seluruh nilai sub­ 
komponen yang ada !,,ehingga ditcmukan �ttalu .. ngka tcrtentu untuk 

total nilai dengan range nilai antara O s.d 100. 
d. Penyimpulan alas hasil cvaluasi terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi dilakulean dengan menjumlahkan angka tertimhang dari 
masing-masmg k\m1 porren. Nilai ha!!'oil akhir dari penjumlahun 
komponen-kornponen aknn dipergunakan untuk menentukan q.tJ.&l'-.-\t 
akuntabilitas SI<J'D / Llnit Kerja yang bersangkutan terhadap 

kmerianya, dengan katcgori sebagai berikut: 

No K.ategori Nilai lttterpretasi 

Mernimpin 

Angka -- >90- 100 Sangat Memua.&ka.n 

>80-90 J.Vlemuaskan, 

I 

2 

AA 
>-----+---- 

A 

3 

3 

BB 

B 

t·----+.r,eruhahan, berkinerja tinggi, dan 
:;.70-80 l Sangat Balk, Akuntabel, berkinerja 

baik, rnemilikl sistcm manaiemen 

-----1--kinerjayang andat. d 
>60- 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya 

4 cc 

· sudah balk, memiliki �i�t.�m yang 

dapat digunakan u ntuk ma.najemen 
kinerja, dan perlu sedikil 

·--+--- 
>50-60 Cukup (memadai), Akuntabllitas 

kinerjanya cukup baik, taat 
kebijakan, memiliki eistem yang 
dapat <l igu nakan untuk 

memproduksi informasi kinerja 
I uuluk nertanasunz iawahan. nerl,...._.....r"" 



-:. 
� 5 ,..., >.'�0-50 Kurang, Si stem dan tatanan .. \... 

kurang dapat diandalkan, memiliki 

sistem untuk manaiemen kinerja 
tapi periu banyak perbaikan minor 

dan perbalkan yang mendasar. 

6 D o-so $angat Kurn11g, siatcm drui 
ta ta nan tidak dapat diandalkan 
untuk penerapan manajemen 
kinerja; Perlu ban yak perbaikan, 

. sebagian peru bahan yang aangat I I mendo_, l_ .. _ _J 
e. Untuk menjaga obyektivitas dalam pcnilaian, perlu dilakukan reviu 

secara berjenjang atas proses dan hasil evruuasi dari tim evaluator 
llcng;-m pengaturan sebagai bcrikut: 

l) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evahrator oleh 
Pengendali teknis tim. 

2) l�t'viu tingkat '..l dilakukan dalarn bentuk forum panel, khuaus 

untuk menentukan pemcrtngkatan nilai dan pcnentuan kategori 
hastl evaluasi. 

BAB III 
PELAPOR.AN HASIL EVALUASI 

r, Umum 
a. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabflltas Kinerja harus 

menghasilkan Kcrtas Kerja Evaluasi (KKF.:) clan Laporan Hasil Evaluasi 
(LHE). Laporan Hasil E;valuasi mi disusun berdasarkan berbagai 

pengumpulan data dan fakta sorta analisis yang didokumentasikan dalarn 
Kertas K<:.1ja F..valuasi. 

b. Sumbcr data untuk pelaporan hasil evaluasl MaR akuntabilitas kincrja 

instansi udalah Lcrnbar Kriteria Evaluasi (LK�:). Informasi dalarn LKE ini 
harus diisi dan dlselesaikan selama proses evaluasi dilaksanakan, 

c. Bagi i.ni;;w11$i yang sudah dievaluast, pelaporan haail evaluasi diharapkan 

menyajikan informasi tindak lanjut dm·i rckomcndasl tahun sebelumnya, 

seh i11gga pembaca laporan dapat memporoleh dat,� y�ng diperbandingkan 
dan dapar mengetahui pcrbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. 

d, LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hul­ 
hal penting bagi perbaikan manajernen kinerja instanei yang dlevaluasi, 

Permaealahan atau ternuan basil evalu aai (ten.tn:t.i.ve .findings) dan saran 

perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan 
kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirrna7 



ataupun tanggapan secukupnya. 
e. Penulisan LHE harua mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan 

yang baik, yaitu antara lain: 

1} Penggunaan kalimat dalam Iaporan, diupayakan menggunakan kalimat 
yang jelas dan bersifat pereuasif untuk perbaikan. Akan tctapi 

disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen 
2} atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. 

3) Evaluator harus cermat dalam rnenginterpretasikan data hasil evaluasi. 

menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan. 
f. Format dan isi LHE disuaun dalarn bentuk surat yang diatur lebih lanjut 

2. Penyampafflra Laporan Basil Evaluasi 
a. Inspektorat menyarnpaikan Laporan hasil Evaluaei kepada Kepala SKPn 

yang telab dievaluasi SAKTP-nya. 
h. Inspekrorat menyampaikan tembussn Laporan Haail Evaluasi kenada 

Bupati. 

BABIV 

PENUTUP 
F:valuasi atas Implcrnentasi Siatcm Akuntabilitas Kinerja merupakan 

bagfan dari siklus m;,u1ajeme11 pemerinlahan, yang berorientasi basil. Oleh 

sebab Iru, para penyelenggara hendaknya senantiasa mengernbangkan keahlian 
profesionalnya. Perkembangan baru dibidang manaiemen pemerintahan dan 

bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat mernberikan 
kontribusi yang bcrarti uru uk perbaikan kineria instanai pemerintah. 

Dengan ditetapkannya Pedornan Evalua.si atas Implementasl S/\KJP 

dilingkup Pemerintah Kabupaten, diharapkan pelaksana evaluasi mempunyai 

acuan atau pedornan yang sarna dalam mclaksanakan evaluasi SAKIP. 

Pada HKh il'ny:l keherhasilan pela ksanaan evalunsi a.tal'I irnplementasi 
SAKIP diharapkan rlnpat mcncapai Luju:-111 dari SAKlr', vuitu terlaksananyu 
peningkatan kineria SK.PU/ Unit Kerja yang dievaluasi dan penin,gkat.ay 
akuntabllitas aorta responsibilitaenya. 
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